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SALINAN |

- BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

- NOMOR 55 TAHUN 2020
‘TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN |

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengi_n_gat

 BUPATI KARANGANYAR,

: a. bahWa guna meningkat.kan pefnberdayaan dan‘ peran

serta masyarakat dalam Pemermtahan, pembangunan‘ L o

dan kemasyarakatan, perlu Wadah dalam bentuk
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,

b. bahwa dalam rangka pembentukan Mmbaga ‘

' Kemasyarakatan Kelurahan dlperlukan pedoman
‘pengaturannya; v ‘

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupatx tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan. ' '

:l.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan ~ Daerah- daerah Kabupaten dalam‘
: Llngkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

v Indonema Nomor 5495); A

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesxa Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 5587)
sebagaumana telah diubah beberapa kali, terakhir .
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 5679); |
4. Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negaxa Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara]
Repubhk Indonesia Nomor 6206),) |
5. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan = Perlindungan |
Masyarakat; e -
6 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 18 Tahun'
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat Desa; v _
7. Peraturan Menteri Sosxal chubhk IndoneSIa Nomor 25 -
Tahun 2019 tentang Karang Taruna,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kairanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor
16;‘ . Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten
Karanganyar Nomor 67) sebagalmana telah diubah -
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar_
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor :

22, ‘Tambahan Lembara’n}':‘ Daerah  Kabupaten ‘

Karanganyar Nomor 113).

B | MEMUTUSKAN | S :
' Menetapkan . PERATURAN  BUPATI TENTANG  LEMBAGA -
| KEMASYARAKATAN KELURAHAN.,



1

S BAB 1 .
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dxmaksud dengan | R
.’_‘Pemerlntah Daerah adalah Pemerlntah Kabupaten, i
"‘KarangaHYar R IR ' = o
.'Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
Bupatl adalah Bupat1 Karanganyar » _

4 Kecamatan adalah baglan wﬂaya.h dan Daerah yang |
. -,}dlplmpm oleh Camat : ' |
. Camat adalah Carnat d1 wﬂayah Daerah o e
.Kelurahan adalah baglan w1layah dan mlayah .‘ L
::kecamatan yang dlplmpm oleh Lurah R .
. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat -
- Kecamatan yang bertanggung Jawab kepada Camat | |
. Keputusan Lurah adalah penetapan yang bersxfat'
v‘ konknt 1nd1v1dual dan ﬁnal yang dltandatangam oleh

Lurah

- 9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah |
»._'part181pa31 masyarakat sebaga1 mltra Pemermtah' Co

B ;.»'--’Kelurahan B -,iki;t ~ serta  dalam perencanaan,f-‘,.' T

) pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta’

o B menlngkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan
10,

Rukun Tetangga yang selanjutnya d1s1ngkat RT adalah )

x ‘v.z_.,fj_lembaga | Kemasyarakatan yang d1bentuk untuk'

= memehhara dan melestankan mla_l mlaJ kehldupan Co

T yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan,: -

K serta untuk membantu memngkatkan kelancarani_ .

o tugas pemenntah pembangunan dan kemasyarakatan. “

: - di Kelurahan . serta memngkatkan part181p351 :
o ,v»-vv'masyarakat dalam pembangunan ’ R »
' 1 1. ’Rukun Warga ya_ng selan_;utnya dlslngkat RW adalah f v

o lembaga kemasyarakatan yang dxbentuk dari beberapa' R

S : RT dalam rangka mengkoordmas1kan keglatan RT



13

o benman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa o
' 'berakhlak muha dan berbud1 Iuhur, sehat' sejahtera,; ‘

,»'ma_]u dan mandm kesetaraan dan keadllan gender, .

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelur ahan yang .»
o ,.,»._»vselanjutnya dlsmgkat LPMK adalah lembaga mltra .
E Kelurahan dalam menamPung dan me quu dkan .

v asp1ra51 - dan kebutuhan masyarakat dlbldang'v_

i.'_»pembangnnan SRRV o

14 |
o ,selanjutnya dlsmgkat PKK ~ adalah wa dah’ yang o

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang o

- dlbentuk guna mcnuju terwujudnya keluarga yang o

R 'serta kesadaran hukum dan hngkungan | |
15 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan:‘ |
- -’:ﬂ',:Keluarga yang selan_]utnya dxsmgkat 'I‘P PKK adalahg‘ " S
o mitra - Kelurahan dan orgamsaSI kemasyarakatan
:v-v},""]amnya yang berfungs1 scbaga1 fasﬂltator, perencana, Lo
: ;}ipelaksana, pengendah dan penggerak pada masmg— -
| --vmasmg Jenjang untuk terlaksananya program PKK -
16,
S masyarakat d1 vnlayah kelurahan sebagal wadah‘vv :

Karang Taruna adalah orgamsas1 yang dlbentuk OIeh S

generas1 muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, |
o dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggungv |
Jawab sos:al dan, oleh dan untuk generasi. muda RTEE
= '-Yang beronentam pada tercapamYa kesejahteraan e
- soswl bagl masyarakat .
vdlsebut SATLINMAS adalah orgamsas1 yang dibentuk

Satuan Perlmdungan Masyarakat yang selan_]utnya‘;v

oleh Kelurahan dan’ beranggotakan warga masyarakat .

' yang dlSlapkan dan' dlbekall pengetahuan serta_»
. .‘keterampllan o untuk melaksanakan " keglatan
A vpenanganan bencana guna o mengurang1 dan

v"memperkecﬂ ak1bat bencana serta 1kut memehhara o o
y’g’..'}"v-gketentraman dan keteruban masyarakat dan keglatan'v IR
wsos1a1 kernasyarakatan T :



18 Pos Pelayanan Terpadu adalah Upaya Kesehatan o ST

o Berba31s Masyarakat (UKBM) yang dxkelola dan

: d1se1enggarakan darl oleh untuk dan bersama

‘v masyarakat dalam pcnyelenggaraan pembangunan

B '_kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan
| "membenkan kemudahan kepada masyarakat dalam‘
- memperoleh pelayanan kesehatan dasar/ sosml dasar
o | untuk mempercepat penurunan Angka Kemanan Ibu‘l_"}»

o ,dan Angka Kematian Bay1

19, Kartu 'I‘anda Penduduk Elektronlk yang selanjutnyab _b ,} »
‘ d1s1ngkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang SRTI

R dﬂengkapl 01p yang merupakan identitas resn'uv'
- Apenduduk sebagaJ bukt1 d1r1 yang d1terb1tkan oleh
o perangkat daerah yang mernb1dang1 ' '

IR BABII o -
o .KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

L Pasai 2 : o
. Lembaga Kemasyarakat di Kelura.han bertugas

o a melakukan pemberdayaan masyarakat

,;b ikut serta ~dalam . perencanaan dan pelaksanaanvv
pembangunan dan |

c memngkatkan pelayanan masyarakat

Pasal 3

. v"Dalam melaksanakan tugas Lembaga Kemasyarakatan . ;‘ "

- Kelurahan mem111k1 fung31

o 'a menampung dan menyalurkan asp1ras1 masyarakat

 b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan ‘dan
kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh'

i Negara Kesatuan Repubhk Indonesm

:'c mcrnbantu menlngkatkan k‘uahtas dan mempercepat B

| pelayanan Pemenntah Kelurahan kepada masyarakat

o r”d mcnyusun rencana melaksanakan mengendahkan

melestankan, dan mengembangkan hasil pembangunan

secara partlmpatlf



€. menumbuhkan, mengembangkan dan ménggerakkan
prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong
'mas‘yarakat; ’ | |

f. membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

g. membantu memngkatkan kualitas sumber daya »

manusia.

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 3, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
mcngusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

BAB III
‘TATA CARA PEMBENTUKAN

Baglan Kesatu
Umutn B

o Pasal 5 .
(I)Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh
. . masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan

'jmitra Lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam

penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan

(2) Lembaga sebagmmana dlmaksud ayat (1) terdm dari:

a. RT;

b.RW;

c. LPMK;

e. Karang Taruna;

f. SATLINMAS;

g. Posyandu, dan

h. Lembaga kemasyarakatan Kelurahan lamnya yang
dibentuk oleh Lurah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangain yang berlaku.



3)

(4)

(1)

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
'memenuhl persyaratan I

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945;
b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
c. kcbei'adaannya ' befmanfaai;' dan dibutuhkan
masyarakat; | o |
d. memiliki kepengurusan yang‘vtevtap,
e. mem111k1 sckretanat yang ber31fat tetap; dan
f. tidak berafiliasi kepada parta1 politik. -
Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kciufahan
ditetapkan dengan Keputusan 'Lu'rah, kecuali untuk
kepengurusan TP PKK dan SATLINMAS diatur sesuai

ketentuan peraturan perundang—dndangan.

Pasal 6 _
Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan

. dibahas dalam musyawarah Kelurahan.

(2)

Musyawarah Kelurahan sebagannana dlmaksud pada
ayat (1), dxhadm antara lain perangkat Kelurahan,
pengurus RT dan RW, Pengurus LPMK, TP PKK,

pengurus SATLINMAS, penguj*us Karang Taruna,

pengurus Posyandu,  pengurus  Lembaga

 Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan tokoh

()

(4)

masyarakat. , B

Hasil musyawaréh' Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada éyat (2) dituangkan dalam Berita Acara. " v
Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kelurahan
ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

9 Keputusan Lurah sebagannana d1 maksud pada ayat

(4) sekurang-kurangnya memuat: _
a. nama lengkap lembaga kemasyarakatan yang
chbentuk o

'b. maksud dan tujuan,

c. kepenguvrusan,
d. masa bakti kepengurusan;



e. mgas, fungsi dan kéwajiban; dan

" f. pemberhentian dan penggantian pengurus.

(1)

) Bagian Kedua
Rukun Tetangga

_ Pasal 7 - _
RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a dibentuk dengan ketentuan pahng sedikit 20
(dua puluh) kepala keluarga '

(2) Pembentukan RT dllakukan oleh warga setempat yang

(1)

dihadiri oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Susunan pengurus RT, terdiri dari :

- a. ketua;
 b.-wakil ketua; -

c. sekretaris;

" d. bendahara: dan

2)

B3

e. beberapa bidang sesuai kebutuhan. |
Apabila pengurus RT belum dibentuk, Lurah dapat
menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam)
bulan dan segera memfasilitasi  dilaksanakan
pemilihan . | |

Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat

'} mengenm rencana pembentukan dan/ atau ‘pemilihan

‘ pengurus RT.

g

~ Pasal 9 - |
Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah
berstatus sebagai kepala keluarga dengan syarat-

- syarat sebagai berikut :

a.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; ' » ‘ |
b. dapat membaca dan menulis huruf latin; |



- C. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun
 dan sudah menikah;
d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap
sckurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak
terputus-putus di wilayah RT setempat yang
v'dibukt‘ikan 'dehgan KTP-el atau Kartu Keluarga. ;
e. sehat j jasmani dan rohani; E
f. | berkelakuan baik, jujur, dan adil;
g. bukan Perangkat Kelurahan; dan
h. bukan anggota LPMK.
(2) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara niusyawarah '
dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala
~ keluarga di wilayah RT yang betsangkutan dalam
suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Ketua
RW. ‘

‘ _ Pasal 10 v v
| Pengurus RT mempunyai tugas membantu men_lalankan :
_ tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :

a. melaksanakan penmgkatan gotong royong dan
kerukunan warga; '

b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat
dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan
masyarakat; | } |

c. membantu terciptanya ketentraman dan keteruban
dalam rangka menunjang stabilitas Nasxonal, dan

d. memfasilitasi hubungan antar  sesama anggota
masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan
Kelurahan . '

' Bagian Ketiga
- Rukun Warga

v Pasal 11 - .

" (1) Setiap RW terdiri sekurang—klirangnya 2 (dﬁa) RT.

(2) Setiap hngkungan Kelurahan sekurang—kurangnya 2
(dua) RW.



(3) Pembentukan RW dllakukan melalux musyawarah o

dllaksanakan oleh pengurus RT setempat yang" oo

dlhadm oleh Lurah atau pejabat yang dltunjuk

| o :(4) Has11 musyawarah sebagaJmana dlmaksud pada ayat

(3) dltetapkan dengan Keputusan Lurah

Pasal 12

. ,‘(1) Susunan Pengurus RW terdm dan

A ketua, PR
b. sekretans o
| c bendahara, dan

L j d beberapa bldang sesua1 kebutuhan

F' . (2) Apablla pengurus RW belum terbentuk Lurah dapat | f‘ : e

v menunjuk pengurus semcntara pahng lama 6 (enam] '

§ bulan dan segera dﬂaksanakan pemlhhan pengurus

- (3) Lurah mengumumka.n kepada masyarakat setempat

vmengenal rencana pembentukan dan/ atau permhhan

g B pengurus RW

Pasal 13

FE (1') Penguru.s RW adalah warga RW setemp«':lt yang 'v

'f,berstatus sebagal kepala keluarga, dengan SYarat- S

-'syarat sebaga1 berlkut ‘ - ‘
'  ,a setla dan taat kepada Pancasﬂa dan Undang—

o Undang Dasar Negara Repubhk Indones1a Tahun_

. 1945 . S

o b 'dapat membaca dan menulls huruf Iatm,

c’_, berumur sekurang—kurangnya 20 (dua puluh) tahun o B

} _”dan sudah menikah; I L
d penduduk yang telah bertempat nnggal tetap' |
c :sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan t1dak .

| terputus putus ~di Wllayah RT setempat yang :

; dlbuktxkan dengan KTP-el atau Kartu Keluarga, o

" e. sehat jasmani dan roham, :

o ‘..,v‘f.vberkelakuan baik, Jujur, dan‘adil' S |

g bukan Perangkat Kelurahan dan F-
B h bukan anggota LPMK. .



B

(3)

(1)

(2

@

(2) Pemilihan ~ Pengurus RW  dilakukan  secara

mUsyawérah atau dengan pemungutan' suara oleh
kepala keluarga di mlayah RW yang bersangkutan |
dalam suatu rapat yang dihadiri dan dlpxmpm oleh
Lurah atau pejabat lain lamnya yang ditunjuk. ,
Ketua RT yang terpilih menjadi ketua RW, maka yang
bersangkﬁtan harus melepaskan kedudukannya E

‘sebagai ketua RT.-

Pasal 14
Pengurus RW bertugas dan berkewajlban untuk
melaksanakan

a. keputusan musyawarah warga,

b. menyampaikan = mengenai laporan  kegiatan “
organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
kepada anggota melalﬁi musyawarah anggota;

c. vtrienyampaikan ’vkepad'a Lurzh mengenai hal-hal |
yang terjadi dalam masyarakat yang dlanggap periu
mendapatkan penyelesaian. ,

Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan

pertimbangan kepada Pemerintah Kelurahan mengenai

hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran

pelaksanaan tugas pemenntahan, pembangunan, danv 3

kemasyarakatan -

Pengurus RW  dalam melaksanakan tugas

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), mempunyai

fung31

o a. mengkoordmamkan pelaksanaan tugas RT di

w11ayahnya,

b. memfasilitasi vhubungaih antar RT dan antara .

masyarakat dengan Kelurahan.



Bagxan Keempat

Lembaga Pernberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Pasal 15

( 1) LPMK dlbentuk d1 tmgkat Kelurahan o
(2) Susunan Pengurus LPMK terdm dan

' g:a 1 (satu) orang Ketua S
o b 1 (satu) orang Wakll Ketua o
el (satu) orang Sekretans, |

Cdl (satu) orang Bendahara,‘dan

. e. bldang—bldang

L (3);B1dang—b1dang sebagmmana dlmaksud pada ayat (2), _Y |

- 'terdm atas

a. bldang pembangunan

. b. bldang ketentraman dan ke tertlban ‘, ; =

o »v:f:c bldang pendldlkan dan kebudayaan, -

e d. bldang kesejahteraan SOSlal

S .ve bldang pemberdayaan masyarakat dan o

a setia dan taat kepada Pancasﬂa dan Undang-"_.f_

| f bldang pemuda dan olahraga

Pasal 16

Pengurus LPMK adalah penduduk pada Kelurahan | o
‘setempat dengan persyaratan sebagal benkut o

1945

b berpend1d1kan serendah*rendahnya Sekbléh<-' o

Menengah Pertama atau sedcra_]at

- ":"c berumur sekurang—kurangnya 20 (du'a,l, puhih) L

tahun;_;.. >

- _d sehat jasmam dan roham .

,{ e berkelakuan balk dan 311]1]_1' . B o
o f telah bertempat t1ngga1 tetap sekurang-kurangHYa 6 .

(enam) bulan dengan udak terputus-putus d1 -
Kelurahan seternpat yang dlbuktlkan dengan KTP—el .

atau Karm Keluarga

g bersedla dlplhh menjadl Pengurus LPMK
o h bukan Perangkat Kelurahan, o

Undang Dasar Negara Repubhk Indone31a tahun — |



S Pengurus LPMK dipilih "seééra musjéwaréh untuk
mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW,
, tokoh ‘masyarakat. L
: (3) Pemilihan Pengurus LPMK dllaksanakan dalam rapat
khusus pemlhhan pengurus LPMK yang dipimpin oleh
Lurah. ‘ .

4) Hasil pemxllhan pengurus LPMK dxtetapkan dengan
Keputusan Lurah.

' Pasal 17 R
(1) LPMK mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
'b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas ‘sebagaimana di maksud
- pada ayat (1), LPMK mempunyai fungsi: ,
a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan "dan
kesatuan masyarakat Kelurahan; |
b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
c. pengkoordinasian lembziga kemasyarakatan;
d. perencanaan kegiatan 'pembangunan secara
partisipatif dan terpadu; = - |
e. pexiggalian | dah pemanfaatan  sumber ‘daya
kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

| Pasal 18 J
Pada setiap akhir masa bakti pengurus LPMK membuat
" laporan kegiatannya dan menyampaikan kepada Lurah.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) '

Pasal 19
(1) PKK dibentuk di tingkat Kelurahan
(2) Susunan pengurus TP PKK Kelurahan, terdiri dari :
~ a. Ketua Dewan Penyantun TP PKK
- b. ketua; '



é. wakil ketua;
d. sekretaris;

e. bendahara;
f. Kelompok Ker]a (pokja)

(3) Ketua Dewan Penyantun TP PKK d13abat oleh Lurah
(4) Ketua TP PKK dljabat oleh istri Lurah.

(S)

(6)

Ketua TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP
PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku
ketua dewan penyantun TP PKK Kelurahan. .

Apabﬂa Lurah perempuan atau Lurah yang t.tdak
mempunyai istri, maka Ketua TP PKK dijabat oleh 1str1v

' Perangkat Kelurahan yang dltun_]uk oleh Lurah.

(7)

Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,
terdiri atas : | |

a.Pokjal : Penghayatan dan  Pengamalan

. Pancasila, serta Gotong Royong; - |
"b.Pokjall : Pendidikan, Keterampilan, dan

Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;

~ c. Pokjalll :Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata

Laksana Rumah Tangga;

d. Pokja IV : Kesehatan ngkungan Hldup, dan

®)

Perencanaan Sehat

Setiap pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

" terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggotavsekurang-‘

©)

kurangnya 2 (dué) anggota.
Pembentukan TP PKK Kelurahan sebagaimana-
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan

pembentukan kelompok-kelqmpok sebagaimana

| vberlkut

a. kelompok PKK di wﬂayah RW

“b. kelompok PKK di w11ayah RT;

c. kelompok-kelompok  dasawisma, . berada  di
lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah
" RT yang' terdiri atas masing-masing 10-20 (sepuluh

sampai dengan dua puluh) rumah.



~ (10) Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

dipilih diantara mereka sendiri yang ditetapkan
- dengan Keputusan Ketua TP PKK Keluran dan

diketahui oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun

Tim Penggerak PKK Kelurahan.

| Pasal 20

- Rincian tugas dan fungsi TP PKK Sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja PKK sebagai penjabaran hasil

. C.

Rakerda;

' b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK
RW, RT dan dasawisma agar dapat mewujudkan
kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi

masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang
telah ditetapkan; ' '

. melakvsanakan” kegiatan penyuluhan kepada keluarga- |

keluarga’yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi,
dalam upaya pencapaian keluarga sejahtera;
mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai

pelaksanaan program kerja;

. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang :

berkaitan dengan keSejahteraan keluarga di Kelurahan;

. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK

Kecaﬁ;atan dengan tembusan kepada ketua dewan
penyantun TP PKK Kelurahan; |
melaksanakan tertib administrasi;

mengadakém konsultasi dan koordinasi dengan ketua

dan anggofa dewan penyantun TP PKK Kelurahan.



Baglan Keenam |

Karang Taruna

 Pasal2l -

' (1) Karang Taruna dlbentuk d1 txngkat Kelurahan

| (2)

Susunan pengurus Karang Tamna Kelurahan, terdm B

dari

Ca ketua;‘f‘..}iv.‘,; T
' b. wakil ketua,

. c sekretans,

- d. bendahara, dan

“':}‘"e beberapa bldang sesua1 kebutuhan S
,Pengurus Karang Taruna d1p111h dan Penduduk pada R

_ ;Wﬂayah setempat dengan | syarat—syarat sebaga;',_‘, o

B ‘benkut

»'-i':v.a setla dan taat kepada Pancasﬂa dan Undang—_ji'

Undang Dasar Negara Repubhk Indones1a Tahun

- 1945;

| ‘} | b.‘_dapat membaca da.n menuhs huruf latm

vd."penduduk ‘yang telah bertempat tinggal tetapf‘.';._ -

terputus putus d1 wxlayah RT setempat yang o

c. berumur sekurang—kurangnya 17 (tujuh belas).

' tahun sampal dcngan 45 (empat puluh hma) tahun '

N : sekurang—kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak

dlbuktlkan dengan KTP-el atau Kartu Keluarga

"e.'sehat Jasmam dan roham, =

o . f.}‘;berkelakuan baxk jujur, dan adll

g bukan Perangkat Kelurahan, dan o

o  ‘, (‘4)

o  h bukan anggota LPMK. o |
Pengurus Karang Taruna dlsusun atas‘ ‘dasar .

: permhhan, dengan ketentuan sebagal benkut

. a. pengurus Karang Taruna RW- d1p111h dan dan oleh' :

anggota dan

b pengurus Karang Taruna Kelurahan d1p111h oleh o

Pengurus Karang Taruna RW



- 5) Pemilihan Pengilrus Karéng Taruna Kelurahan

maupun Karang Taruna RW dihadiri oleh Lurah atau
Pejabat Kelurahan yang dltunjuk

Pasal 22

(1) Karang Taruna sebagmmana dunaksud dalam Pasal 21

@

“ayat ( 1), mempunyal tugas sebagai berikut :

a. meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda; |

b. membantu - Kelurahan = dalam penyelenggaraan
pemenntahan, pelaksanaan pembangunan ‘dan
kemasyarakatan; '

c. membantu Kelurahan dalam bldang ketentraman
dan keamanan; R

d. bersama Kelufahan menanggulang1 berbagal
masalah sosial generasx muda di lingkungannya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

- pada -ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. pelopor pembangunan. dan pembaharuan di

| | Kelurahan,

b. pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda;

c. melaksanakan usaha-uséha pencegahan kenakalan
re’méja dan penyalahguriaan narkotika, serta aktif
dalam keg1atan pembaharuan bangsa dlkalangan
masyarakat v .

d. memelihara dan memupuk kebersamaan dan rasa

kesetlakawanan sos1a1

Bagiari Ketujuh- |
SATLINMAS

Pasal 23

( 1) SATLINMAS dibentuk di tingkat Kelurahan

(2) Susunan pengurus Satlinmas Kelurahan, terdiri dan:

a. Kepala Satuan,

b. Kepala Satuan Tugas; dan

Coc Komandan Regu,



(3) SATLINMAS berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Lurah. |

S 0) Kepala Satuan sebagalmana dimaksud ayat (2) huruf a

secara ex-officio dgabat oleh Lurah.
~ (5) Kepala Satuan Tugas sebagalmana pada ayat (2) huruf
b dltunjuk oleh Kepala Satuan.

(6) Komandan Regu sebagmmana pada ayat (2) huruf c
ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.

(7) Jumlah Komandan Regu §c})aga1mana dimaksud ayat
(2) huruf ¢ disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing Kelurahan.

(8} Anggota dan SATLINMAS pahng sed1k1t 10 (sepuluh)

o orang.

(9) Lurah merekrut calon anggota SATLINMAS di wﬂayah
Kelurahan. , ‘ .

(10) Perekrutan sebagajména dimaksud pada ayat (9)

| dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh

Penduduk pada Kelurahan yang bersatigkutan.

Pasal 24 |
(1) Perekrutan  anggota SATLINMAS  sebagaimana
dimaksud Pasal 23 dilakukan terhadap masyarakat
yang memenuhi persyaratan -
(2) Persyaratan sebagalmana dlrnaksud ayat (1) mehputx
‘a. Warga Negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
¢. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Repubhk Indonesua tahun
1945;
d. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah
Menengah Pertama atau sederajat;
e berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas)
tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- f sehat jasmani dan rohani;n‘

g berkelakuan baik dan jujur;



h.' telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurarignya
6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di
Keluréhan setempat yang dibuktikan dengan KTP-
~elatau Kartu‘Keluarga; o ’ -

Pasal 25
Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan
: sebagaumana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
ditetapkan sebagai SATLINMAS dengan Keputusan K_epala
Satua.xi Pdlisi‘ Pamong Praja atas nama Bupati atas dasar

" usulan dari Lurah setempat.

, Pasal 26
(1) 'Ahggota SATLINMAS sebagaimana dimaksud Pasal 25
' dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. -
(2) Pelantikan Sebagaiinana dimaksud pada ayat (1)
 disertai dengan pembacaan sumpah janji SATLINMAS.

- Pasal 27 |
(1) SATLINMAS mempunyaiv tugas pokok yaitu:

a. membantu dalam penanggulangan benéana;

- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban
,masyarakat o
 ¢. membantu dalam kegxatan sosial kemasyarakatan

d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban

dan kéamanan dalarri penyelenggaraan pemilu; dan
e. membantu upaya pertahanan Negara. v

f. melaksanakan deteksi dini untuk mencegah
gangguan ketertibah umum dan Ketertiban
mésyarakat; dan v | ‘

g. mencegah usaha-usaha yang menlmbulkan" sara.

(2) Anggota SATLINMAS mempunya.l kewaj iban:

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama,
hak asasi manusia, dan norma sosial lmnnya yang
hidup dan berkembang di masyarakat; |

b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah
Jan_]l SA’I‘LINMAS




c. membantu menyelesaikan  perselisihan warga
masyarakat yang dapat mengganggu keamanan,

ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan

'd. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan

atau patut diduga adanya gangguan perlindungan
masyarakat. ' S

Bagian Kedelapan

Posyandu

Pasal 28

(1) Posyandu dibentuk di tingkat Kelurahan.

(2) Susunan pengurus Posyandu Kelurahan, terdiri dari:

‘a. ketua;

b. sekretaris;

-c. bendahara; dan

d. beberapa bidang sesuai kebutuhan.

(3) Pengurus Posyandu ' sebagaimana dimaksud ayat (2)

dipilih dari dan oleh masyarakat.

(4) Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki

tugas memberikan }kemudahan kepada masyarakat

dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

| (5) Jenis posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1)

©)

disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah Kelurahan.
Pengurus Posyandu adalah penduduk Kelurahan

 setempat dengan persyaratan, sebagai berikut :

a.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-
Undang'b Dasar Negara Republik Indonesia tahun ,
1945; o | | x

b. berpendidikan serendah-rendahnya 'SLTP atau
sederajat; | o ' |

c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)
tahun; |

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berkelakuan baik dan jujur;



- :Lalnnya sebagmmana dlmaksud pada ayat _(1)

o r telah bertempat unggal tetap Sekurang_kurangnya o

(enam) bulan dengan txdak terputus-putus d1-

o Kelurahan setempat

: g bersedla dlplhh menjadx Pengurus Posyandu, o

, Baglan Kesembllan

- Lcmbaga Kemasyarakatan Lalnnya | |

‘»:‘,,(“1) »_

i idlmusyawarahkan : oleh Masyarakat dengan’

Pasa129 R o o
Lurah dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan o
Kelurahan Lamnya sesua1 kebutuhan =

'Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

SRR memutuskan

. a. Nama Lembaga,

b. Tugas dan fung31 Lembaga,

: c Struktur orgamsam kepengurusan Lembaga ‘, -

B d Masa Jabatan pengurus Lembaga, P .

e. Tata cara pengangkatan dan pemberhentxan

pengurus

o f. Uraian tugas pengurus dan

8. Pemblayaan operasxonal Lembaga

o @
o ;v,dan | ayat (2) dltetapkan dengan Keputusan Lurah. e
}Pengangkatan dan pemberhenuan pengurus Lembaga R

@

Pembentukan sebagalmana dlmaksud pada ayat [1) -

ffKemasyarakatan Kelurahan Lamnya sebagaxmana |

| dunaksud pada ayat (2) huruf e dltetapkan dengan SRR

o Keputusan Lurah o



BABIV
' PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

Pasal 30 .
’Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berhenh
atau dlberhentlkan Lurah karena '
- a. habis masa baktinya;
b. rnen_ihggal dunia;
c. pindah terxipat tinggal;
d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; -

SD .

sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan dan/atau norma
kehidupan masyarakat. | |

~ BABV
' MASA BAKTI

v Pasal 31 | |
(1) Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan. | o

(2) Masa bakti pengurus TP PKK menyesuaikan masa
jabatan /tugas Lurah.

(3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seiam
PKK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa
Jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut. , | .

(4) Pengxirus N Lembaga KemasYarakatan Kelurahan
dilarang merangkap jabatan pada Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan/ atau bukan

- merupakan perangkat Kelurahan. ‘



(5) Setlap berakhu'nya masa bakti atau pemberhentian
. penggantian sebelum habis masa baktmya, maka
pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan waj1b
memberitahukan  dan mempertanggung;awabkan
pelaksanaan  tugasnya kepada anggota dan
melaporkan kepada Lurah.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

N Pasal 32 - v .

(1) Tata kerja Lembaga ‘Kemasyarakatan Kelurahan
dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif,

2) Hubungan"- kerja antara Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan deﬁgan Lurah = bersifat kemitraan,
konsultatif, dan koordinatif. | '

(3) Hubungan kerja PKK menyesuaikan dengan ketentuan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKK.

(4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
dengan Lcmbaga Kemasyarakatan lamnya di wilayah
Kelurahan bersifat koordinatif.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga
Keniaéyarakatan Kelurahan bertanggung jawab

- kepada Lurah |

BABVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33
(1) Bupati melakukan pembvinaénb dan pengawasan
| terhadap pembentuké.n, ’pembérdayaan dan
pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
sebagai mitra Kelurahan di wilayahnya.
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap 'pembentukari, | - pemberdayaan dan
- pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
sebagai mitra Lurah di Kelurahan.



BABVII
SUMBER DANA

Pasal 34 v
Pembiayaan  kegiatan Lembaga kemasyarakatan
Kelurahan dapat bersumber dari: -
a. swadaya masyarakat; _
‘b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. bantuan ‘Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah; dan o -
d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

| BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35 _

(1) Pada séat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
semua Keputusan Lurah yang mengatur tentangv'
Lemba;ga' Kemasyarakatan Kelurahan agar
‘menyesuaikan pengaturan dalam Peraturan Bupati

(2) Penetapém Keputﬁsan sebagaimana dimaksud ayat (1)

~ dilaksanakan palmg lambat bulan pada Desember
2020. - o

(3) Pengisiah seluruh pengurus Lembaga Kemasyarakatan

.Kelurahan dilaksanakan secara sere'ntak'pada bulan
‘Januari 2021 dengan masa bakti 2021-2026.

(4) Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang

' masa jabatannya habis sebelum bulan Januari 2021,
tidak lagi diadakan pemilihan pengurus baru sampai
- dengan pcngisiai‘n‘ ~secara serentak sebagaimana
' dimaksud pada ayat (3). | -
(5) | Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (4)
- Lurah_‘ nménunjuk pengurus sementara Lembaga

' Kemasyarakatan Kelurahan.



(6) Pengurus Lembaga Kemasjrarakatan Kelurahan yang
| masa jabé.tannya belum habis setelah bulan Desember
2020, maka pengisién pengui‘us sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ‘dapat dilakukan dengan
pengangkatan (pengukuhan) kembali dan/atau
dilaksanakan pemilihan kembali. |
(7) Pemilihan tata cara peﬁgisian ‘pengurus sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diputuskan dengan

mi.lsyawarah masyarakat.

Pasal 36 -
Kop Surat dan Stempel Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan ‘sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini.

" BABIX |
 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37 .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2016
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita
- Daerah Nomor 40 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan
 tidak berlaku,




-~

v Pasal 38 .
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal :
diundangkan. '

~ Agar setiap orang mehgetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar.
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Juni 2020
'BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar,
pada tanggal 24 Juni 2020

- SEKRETARIS DAERAH
. KABUPATEN KARANGANYAR,

Cttd

SUTARNO
'BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR &5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRQ‘ARIAT DAERAH

NIP 1‘575 31ﬂ1 9903 1 009

g‘\. e




L tn

' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR o

' NOMOR 55 TAHUN 2020
'~ TENTANG
~ LEMBAGA KEMASYARAKATAN
- KELURAHAN

PR }_ KOP SURAT DAN STEMPEL LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN SR

1 Kop Surat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

a. Perbandingan huruf pada Kop Surat LKK antara tuhsan Kabupaten o

ketentuan sebagai berikut: -

.- Karanganyar beserta Kecamatan dan nama LKK adalah 3:4 dengan’_" Sl

' _1 tulisan Kabupaten Karanganyar bcserta Kecamata.n dengan huruf | ) -

7 .- Arial 14, ,
S 2 tuhsan nama LKK dengan huruf Anal 18

o b Contoh Kop Surat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)
o 1 Kop Surat Rukun Tetangga (RT) |

» KABU PATEN KARANGANYAR

KECAMATAN S SR
...... (Nama Kampung) .......RW KELURAHAN............
Alamat ereeresisrsssasnssmsessassssssssssessassesiess KOG POS i citiiiranien,

B 2 Kop Surat Rukun Warga (RW)

; * KABUPATEN KARANGANYAR e o
o KECAMATAN AR IR
(Nama Kampung) .......... KELURAHAN..‘....;..»..‘.; ...... L

S AIAMAL s SR B (CUTY oS- —

3 Kop Surat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

LPMK KELURAHAN...... |
- KECAMATAN .....cccvivririnne U
: KABUPATEN KARANGANYAR

CALAINAL: ovvveoeeees oo seesreessteneesssesieeneers KOdE Pos..;';..:..."f o




(s

4 g;{p}{)Surat T1rn Penggerak Pemberdayaan dan Keselahteraan Kelua.rga-

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
- Togo (PKK) |
‘ PKK TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN .........
; KECAMATAN ..ccovvrrteeenennnnns ,
: , KABUPATEN KARANGANYAR
Alamat ................................................... Kode Pos.............

8. _Kop Surat Karang Taruna

: - KARANG TARUNA ............ KELURAHAN ...............

- logo ~ KECAMATAN ......c.eoererrenen, | -
‘Karang . KABUPATEN KARANGANYAR
Taruna ajamat: ......... e reeeeenareeernsransertanasarterennnssanns Kode Pos............. .

6 Kop Surat Satlinmas

'SATLINMAS KELURAHAN..; ............ .
 KECAMATAN .....covceieirmnnnnne
~ KABUPATEN KARANGANYAR

2 Stempel Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

Ca. Stempel LKK berbentuk Lingkaran dengan ukuran stempel sebaga1
berikut:
~ukuran gans tengah hngkaran luar stempel adalah 4 cm;
~ukuran gans tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm;
-ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel adalah 2,7 cm; .
jarak antara 2 (dua} gans yang terdapat dalam lingkaran dalam
:maksmlal 1cm. '

i



38cm 4cm




'4.3Stempel Satlinmas

BUPATI KARAN GANYAR,
ttd

JULIYATMONO




